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BAB I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara 

dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas 

dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, 

dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait 

dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan 

saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai 

pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan 

dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga 

evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta 

sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP 

menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan 

mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui 

pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu 

upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan 

publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada  

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 
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2. Tujuan Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan pada  

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau,  

menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan sesuai harapan publik, 

melaksanakan survei kepuasan masyarakat serta menghasilkan rekomendasi 

yang dituangkan dalam berita acara untuk perbaikan layanan di masa depan. 

Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, 

mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta 

melakukan tindak lanjut atas permasalahan pelayanan yang ada.  

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup forum konsultasi publik (FKP) mencakup penyusunan dan 

evaluasi kebijakan serta standar pelayanan publik, pengawasan dan 

pengendalian penyelenggaraan layanan. Forum konsultasi publik (FKP)  

secara umum mencakup dialog partisipatif antara penyelenggara layanan 

publik dan masyarakat untuk membahas dan mengevaluasi berbagai  

hal terkait pelayanan publik, mulai dari penyusunan, penerapan, hingga 

evaluasi kebijakan dan standar pelayanan. Kegiatan ini juga mencakup 

penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil diskusi dan laporan terkait 

pelaksanaan pelayanan publik, termasuk survei kepuasan masyarakat.    
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BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP 

1. Sumber Input dan Tema FKP 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau mengambil tema Peningkatan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tema tersebut diangkat berdasarkan pengolahan 

data dan informasi dari hasil evaluasi terhadap Standar Pelayanan Publik pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. FKP mencakup evaluasi dan 

peningkatan Standar Pelayanan Publik, seperti persyaratan, prosedur, jangka waktu, 

biaya, produk layanan, serta penanganan pengaduan dan saran. 

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari     : Kamis 

Tanggal  : 23 Oktober 2025 

b. Tempat Pelaksanaan :  

Ruang Rapat Balairung Raja Ali Kelana Lantai 4 Kantor Gubernur 

Kepulauan Riau - Dompak 

3. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau  

b. Peserta FKP  :  

Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau : 

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

- Dinas Kebudayaan 

- Badan Keuangan dan Aset Daerah 

- Badan Kepegawaian Daerah Dan KORPRI 

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

- Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

- Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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4. Metode Pelaksanaan FKP 

 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dilakukan secara tatap muka 

(offline) untuk menjamin partisipasi yang tulus, penyampaian aspirasi yang 

langsung, dan interaksi dua arah yang efektif antara masyarakat dan penyelenggara 

layanan. Pertemuan tatap muka memungkinkan untuk meningkatkan pemahaman, 

memfasilitasi dialog yang mendalam, dan memastikan bahwa setiap masukan dari 

publik benar-benar diserap serta dapat dipertanggungjawabkan secara  langsung 

dan alasan FKP dilakukan secara tatap muka yaitu : 

• Pertemuan langsung menciptakan ruang dialog yang lebih intens.  

Peserta dapat saling berinteraksi, bertanya, dan memberikan tanggapan 

secara langsung, yang sulit dilakukan secara daring; 

• Dengan tatap muka, penyelenggara dapat menjelaskan kebijakan secara 

langsung dan pengguna atau penerima layanan dapat langsung 

memberikan masukan, saran, dan bahkan kritik. Hal ini menciptakan 

akuntabilitas yang lebih kuat karena semua pihak dapat melihat dan 

mempertanggungjawabkan secara langsung; 

• Pertemuan tatap muka memungkinkan penyelenggara untuk memahami 

konteks di balik aspirasi publik lebih dalam, dibandingkan hanya melalui 

formulir atau pesan tertulis. Hal ini penting untuk mensinkronkan 

kebutuhan penerima layanan dengan kebijakan yang ada; 

• FKP secara tatap muka menjadi sarana untuk berinteraksi langsung kepada 

pengguna layanan dengan penyelenggara dapat menjelaskan tujuan  

dan dampak dari suatu kebijakan. 
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BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Forum Konsultasi Publik merupakan wadah untuk berdialog terkait keluhan 

maupun kemudahan dalam layanan yang diberikan kepada penerima layanan. 

Berdasarkan FKP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

ini terdapat keluhan terkait aplikasi Sistem Informasi Pencairan Ringkas 

(SIPANGKAS) hal tersebut disampaikan oleh Perwakilan Organisasi Perangkat 

Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu tidak munculnya 

Sub Kegiatan pada menu aplikasi SIPANGKAS dikarenakan belum di lakukan 

Sinkronisasi Data pada SIPD, kemudian saat ini masih terdapat kendala atau 

kesalahan dari bendahara OPD dalam penginputan kode rekening untuk pengajuan 

pencairan dana pada Perjalanan Dinas dan masih ragu dalam melakukan 

penginputan di karenakan terdapat pergeseran tanggal pengajuan. 

 

2. Analisis 

Dalam implementasi Aplikasi SIPANGKAS ini masih terdapat Trial and Error 

yang di alami oleh Organisasi Perangkat Daerah. Dalam hal Penginputan pengajuan 

Perjalanan Dinas OPD hanya mengisi nilai yang tertera sesuai dengan pengajuan SPM 

GU/TU dan tidak menggunakan per kode rekening, untuk tanggal pada sistem tidak 

mengikat sehingga memudahkan OPD untuk dapat melakukan penginputan pada 

saat pengajuan walaupun secara teknis terdapat pergeseran tanggal pengajuan 

namun saldo yang tersedia di dalam akun Bendahara Pengeluaran akan dibekukan 

sehingga pada saat akan mengajukan pencairan dana tidak ada halangan karena uang 

sudah disediakan pada rekening tersebut. 

3. Rencana Aksi 

Rencana Aksi dalam penyelesaian permasalahan yang telah disampaikan 

dalam Forum Konsultasi Publik untuk Peningkatan Pelayanan pada BKAD  

Provinsi Kepulauan Riau bersama Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah ini  

di harapkan kepada seluruh OPD pengguna layanan harus secara aktif untuk 

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PIC/Helpdesk BKAD mengenai kendala 

dalam penggunaan Aplikasi SIPANGKAS untuk dilakukan pendampingan oleh  

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah agar OPD tidak kesulitan dalam 
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melakukan Penginputan Data di dalam Aplikasi tersebut dan Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan Monitoring dan Evaluasi 

terhadap penggunaan Aplikasi SIPANGKAS pada akhir Oktober 2025 agar 

penggunaan Aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemudahan 

kepada seluruh pengguna layanan.  
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BAB IV. PENUTUP 

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait Forum Konsultasi Publik Bersama Perwakilan 

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini, maka 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepualauan Riau berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP; 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau; 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan 

ini diharapkan dapat membantu meningkatkan Pelayanan yang diberikan oleh  

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulaun Riau terhadap Pengguna Layanan 

dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau. 
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LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI 
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LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR 
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LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN 
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LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN 
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